Menimbang

Mengingat

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ \ (s /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan
analisis beban kerja pada Instansi Pemerintah sesuai
ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja, maka Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim
Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa  Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah
sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

memfasilitasi, mengkoordinasikan, memantau dan

menetapkan hasil serta tindak lanjut pelaksanaan

analisa jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo.

2. Tim Pelaksana :

a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau
langkah-langkah proses analisis jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

b. melaksanakan analisis jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan
pedoman analisis jabatan yang berlaku;

c. menginventarisasi, menganalisa dan menganalisis
jabatan serta menyusun informasi jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang
perlu  berkaitan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Sidoarjo.




KEEMPAT

KELIMA

Membebankan biaya pelaksanaan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 .

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tangggal | Wrey 2023

BYPATI SIDOARJ(

AD MUHDLOR
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SUSUNAN TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Tim Pengarah

2. Tim Pelaksana

28,
b.

Bupati Sidoarjo,
Wakil Bupati Sidoarjo.

a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota

¢ Asisten  Administrasi  Umum  Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo.

: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo.

2 1)

2)

3)

Sekretaris pada seluruh Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Sub Bagian yang menangani Kepegawaian
pada secluruh Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Stal Bagian  Organisasi  Sckretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo yang menangani Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BUPATI SIDOARJO,

MUHDLOR




